BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ {84 /Kum TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJASAMA

PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
i+ ] KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

Menimbang -

b

v
Mengingat -
2.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan
peraturan  perundang-undangan  Daerah  di
Kabupaten Balangan schingpga terciptanya keadaan
yang harmonis, kondusif dan dinamis serta aman
dan nyaman, perlu adanya Tim Keordinasi
Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Dacrah Dan Keputuran Kepala Daerah

Dalam Menjaga Ketentraman Masyarakat Dan
Ketertiban Umum:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimansg
dimaksud dalam huruf a, perlu - menetapkan
Keputusan Bupati Balangan tentang Tim Keordinasi
Kerjasama Penepakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
dalam menjaga. Ketentraman asyarakat dan

Ketertiban Umum Kabupaten alangan Teaehun
2021;

Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repuhblilk
Indonesia Nomor 4265):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarun MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

e E—




Menetapkan

KESATU

Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Leribaran Negare
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 2093,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Hanpelninnn Keuangan UDasrah (Lemboren Nogare
Republik  Indunesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §322):

3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2009 WNomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3):

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI
KERJASAMA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA
DAERAH DALAM MENJAGA RAMAN

KETENT
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM HABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2021.

Tim Koordinasi Kerjasama Penegallan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah dalam menjaga Ketentraman Masyarakat dan
Ketcriiban Umum Kabupaten Balangan Tahun 2021,
adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran
Keputusan ini.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim sebapaimana dimakesud pada diktum KESATL

bertugas :

10.
11.

12.

melaksanakan. Pembinaan, Koordinasi, dar
Pengawasan pencgakan Peraluran Perundang-
Undangan Daerah;

. melaksanakan aosialisasi dengan instansi terkait
kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-

Undangan Daerah;
menginventansir produk Hukum Daerah;

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
malakksanalonn Fﬂﬂqﬂmﬂ -:I.iqipl.in terhmda e '["G-En‘rrni
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kahupaten
Balangan terutama yang berkeliaran pada jam jany
efektif;

melaksanakan Operasi Pekat/Yustisi secara berkali
dengan didampingi Penyidik POLRI dan Instansi
Terkait sesuai dengan Peraturan dan Perundang

undangan yang berlaku yang menjadi dasar
hullumnya;

menegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

dan penyelenggaraan ketertiban wumum dan
ketentraman masyarakat:

mengawasi, mengamankan dan menertiblean aset
aset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang
dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan dan
perundang undahgan yang berlaku dan atsu tidak
sezuai dengan peruntukannya;

- menertibkan Siswa/i SLTP/MTs, SMA/SMK/MA yang

berkeliaran pada waktu jam efektif proses Kegiatan
Belajar Mengsjar;

melalukan Patroli secara berkala pada maiam hari’
pada Instansi Pemerintah dan Aset Daerah lainnya;

menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada
Kepala Daerah melalui fiekretaris Daerah:

melaksanakan tugas luin yang diberilan oloh Kepala.
Daerah, :

Kepada Tim scbagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, dalam me.ak

sanakan tugasnya diberikarn

honorarium, yang besarnya mengacu pada Standur
Satuan Harga Tahun Anggaran 2021,

Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada

diktum KETIGA dikecu

alikan bagi Aparatur Sipil Negarae

[ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)
Kabupaten Balangan. .



KEENAM

Keputusan Bupatd ini mulai berlaku pada tanggal
ditetaplkan,

Ditetapkan di Pari
pada tanggal 18 sanusu zo3t




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/184 /Kum TAHUN 2021
TENTANG

TIM KOORDINASI KER.
UNDANGAN DAERAH DA

ASAMA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANI-
N KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA,

KETENTRAMAN MASYARAKAT DIAN EEIERTIBAN UMUM KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PENEGAKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN

KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

No Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Tim
1 | Bupati Balangan ' Pembina |
2 | Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Balangan Pemkina []
3 | Komandan Kodim 1001 Amuntai-Balangan Pembina 111
4 | Kapglres Balangan Pembina [V
2 _ | Ketua Pengadilan Negeri Balangan Pembina V
6 | Wukil Bupati Balangan Pengurah |
T | Wakapolres Balangan Pengarah II
8 | Sekretaris Daerah Kab. Balan Pengarah III
9 | Kasat. Satuan Polisi Pamong Praja Penanggung Jawab I
10 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Penanggung Jawab I
11 | Kabid. Penegakan Peraturan Perundang- Ketus.
Undan Daerah Batuan Polisi Pamong Praja
12 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja ‘Wakil Ketua |
Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentramayy
= arakat Saruan Polisi Pamong Praja Wkl Ketua 2
Kabid. Perlindungan Masyarakat Satuan Foliss .
14 | pg mong Praja Wakil Ketua II1 ;]
Kabid. Sumber Daya Aparatur Satuan Polia
15 Pamong Praja : Sokrelaris
Kasi, Operasional dan Pengendalian Satuan
e Polisi Pamong Praja Anggota
17 | Kasi. Kerjasama Satuan Polisi Pamong Prajn Anggota
Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polis]
¥ Pamong Praja Anggota
Kasi. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan )
39 Satuan Polisi Pamong Praja Anggota
Kasubbag. Umum dan Kepegawaan Satuan
20 | Polisi Pamong Pr ia Anggota
21 | Kasubbeg. Keuangan Satuan Polisi Pamong T Y—




22 Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Angrola
Kab. Balangan
23 Kasi. Purdntu dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Anggota
Negen: Kab. Balangan ,
24 | Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Kab. Balangan AngRota
g5 | Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Anguota
Kab. Balangan Sl -
Kasi. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Anggots
26 ;
Rampasan Kejaksaan Negeri Kab. Balangan o
27_| Kabag, OPS Polres Balangan Anggota
| 28 | Kasat. Reakrim Polres Balangan Anggota
20 | Kasat. Intel Polres Balungan Angguld
30 .| Kasat. Sabhara Polics Balangan Anpgnie
'_31 HEI.EH:L HinMﬂﬂ F‘rﬂrll-t nﬁ]nnﬁml H'HEE{E'—
| 32 [ Kasat Lantas Polres Balangan Anggota
33 | Kasat, Narkoba Polres Balangan Angppta
| 34 | Wakil Ketua Pengadilan Neperd Balangan Anggota
35 _| Panitera Pengadilan Negeri Balangan Anggota =
16 ;Imui;l.;n Pengadilan Negeri Balangan 2 (dua) Angeota
37 | Kepala BNN Kab. Balangan Anggota
38 | Kabag, Hulkum Sctda Anggota
Kabid. Pencegahan dan Pe dalinn Penyakit
99 | Dinas Kesehatan s i Anpgo
Kabid. Penyelenggarann Pelayanan Perizinan
40 | dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Anggota
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41 Il;i:rl:ghLﬂlu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Anggota
42 | Kesubbag, Perundang-U Setda 7 Angpota
43 | Kasubbag, Bantuan Hukum Setda Anggota
44 | Kasi. Pemberantasan BNN Kab. Balangan Anggota
45 _| Kapolsek Paringin Anggota
46 _| Kapolsek Batumanedi Anggota
47 | Kapolsek Lampih
3 k Lampihong Anggota
8 | Kapolsek Juai Anggota
49 | Kapolsel Awayan Anggota
50 | Kapolsek Halong e
51 | Danramil Paringin Mﬂ.ﬂﬂm
|52 | Danramil Batumandj Anggola
53 | Danramil Lampihong Anggota '
54 | Danramil Jua; Anggota
55 Da;rnmu Awayan _ ﬂmﬁn
90 | Danramil Halong m‘lﬂ?m
57 | Kasubbag Bin Ops Polres Balan Anggota
o8 Hﬂﬂubba_g_Hu.q!EE Polres Balangan Anggota
29| Kasubbag Dal Ops Poires Balangan ADggota
60 | KBO Sat Reskrim Polres Ba] Anggota
61 | KBO Sat Sabhara mmﬁﬂﬂ%—— Anggota
62 @Mﬂhﬂl En-lﬂ-ﬂaﬂ.l'l AE@H
63 w20 Sat Lantas Polres Balangan Anggota
nit ‘u 1 mai!!“ﬂ
65 | Kanit :Ej-. AL Sabhara Polres Bulary an Anggota I



66 | Kanit Dalmas Anggota

67 | Kanit Turjawali Sat Lantas Polrea Balangan Anggota

68 w Polres Balangan nr:hanyaj-: 5 (lima) Anggota
Anggota Kodim 1001 Amuntai- Hnlangan Anggota

69 sebanyak 2 [dua) orang

70 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja u’cmﬂy'uk 9 Anggola
[sembilan} orang




